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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1029, 2021 KEMEN-KP. Pengenaan Tarif. Jenis PNBP. Berasal
dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
Persyaratan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan,;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6710);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
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negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat
SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang
untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan
ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan
ikan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya
disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap
kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan
dan pemanfaatan rumpon.

Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan
atau subsektor pengangkutan ikan.

Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen
yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP
terutang, baik berupa pokok maupun sanksi
administratif berupa denda.

Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNBP yang
harus dibayar sebelum diterbitkannya SIUP untuk
kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau

pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat,
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10.

11.

12.

13.

(2)

perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di
perairan laut atau perairan darat, dan SIPR.

Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi adalah PNBP
yang harus dibayar sebelum diterbitkannya perizinan
berusaha subsektor penangkapan ikan untuk Kapal
Penangkap Ikan.

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi adalah PNBP
yang harus dibayar setelah diterbitkannya perizinan
berusaha subsektor penangkapan ikan berdasarkan
hasil tangkapan ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang
didaratkan oleh Kapal Penangkap Ikan atau Kapal
Pengangkut Ikan.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan

tangkap.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya

alam perikanan berupa:

a. Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan

b. pungutan hasil perikanan.

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a berupa:

a. Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi SIUP untuk
kegiatan wusaha subsektor penangkapan ikan
dan/atau subsektor pengangkutan ikan di perairan
laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;

b. Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan
berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan
laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;

dan



(1)

2021, No. 1029

c. Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR
baru atau perpanjangan,

yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa pungutan hasil perikanan untuk perizinan

berusaha subsektor penangkapan ikan untuk Kapal

Penangkap lkan di perairan laut atau perairan darat,

baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan

berusaha dari Menteri.

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dikenakan berdasarkan cara penarikan:

a. praproduksi;

b. pascaproduksi; atau

c. dengan sistem kontrak.

BAB II
PERSYARATAN, TATA CARA PENGENAAN, DAN

PEMBAYARAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 3

Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan

kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang
mengajukan permohonan:

a. SIUP baru atau perpanjangan,;

b. perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
baru atau perpanjangan; dan

c. SIPR baru atau perpanjangan.

Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan

permohonan SIUP baru dan dikenakan Pungutan

Pengusahaan Perikanan, dalam hal terdapat:

a. perluasan usaha;

b. perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan atau
Kapal Pengangkut lkan yang berbeda range gross
tonnage;

c. perubahan fungsi Kapal Penangkap Ikan;

d. perubahan fungsi Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau



